SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI PATI,

a. bahwa sehubungan dengan adanya substansi yang belum

diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020
tentang Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka perlu

dilakukan penyesuaian;

b. bahwa . ..



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan . . .



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 81) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 124);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor

137);

9. Peraturan . . .



Menetapkan :

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA.

Pasal . ..



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2020 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai
berikut:

. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (5a) dan (Sb), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Desa melaksanakan pengisian Perangkat Desa
apabila terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman
pada SOTK Pemerintah Desa, dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.

(3) Sebelum . . .



(3)Sebelum melaksanakan pengisian kekosongan jabatan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Bupati.
(4)Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian
Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat dengan
dilampiri persyaratan sebagai berikut:
kajian formasi pengisian Perangkat Desa;
keputusan BPD mengenai persetujuan pengisian
Perangkat Desa;

c. peraturan desa mengenai Struktur organisasi dan tata
kerja pemerintah desa;

d. peraturan desa mengenai penataan tanah kas desa;

e. peraturan desa tentang APB Desa yang sudah memuat
anggaran pengisian perangkat desa.

(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling
sedikit memuat :

a. maksud dan tujuan atau dasar pengisian Perangkat
Desa;

b. jumlah Perangkat Desa yang masih ada;
jumlah kekosongan Perangkat Desa;

d. rencana dan sumber pembiayaan pengisian Perangkat
Desa;

e. rencana dan sumber pembiayaan untuk penghasilan
Perangkat Desa yang akan diisi.

(5a) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b harus ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 2
(dua) hari setelah BPD menerima permohonan persetujuan
pengisian Perangkat Desa dari Kepala Desa.

(5b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5a) BPD tidak memberi persetujuan, Kepala Desa
mengajukan izin kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan bukti permohonan persetujuan pengisian

Perangkat Desa.

(6) Dalam . . .



(6)Dalam hal Permohonan izin pengisian perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, Camat
memberikan rekomendasi.

(7)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan
lengkap diterima.

(8)Bupati dapat memberikan atau menolak izin pengisian
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(9) Dalam hal Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), maka Kepala Desa membentuk Panitia
Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan proses
pengisian Perangkat Desa.

(10)Dalam hal Bupati menolak izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), maka Kepala Desa dapat mengajukan izin

pengisian perangkat desa pada periode berikutnya.

. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 dihapus dan ayat (4) Pasal 62
diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62
(1) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa untuk
memenuhi persyaratan administrasi, paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum berakhirnya masa tugas berdasarkan surat
keputusan pengangkatan pertama kali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai
perangkat desa pertama kali yang dilegalisasi oleh
Kepala Desa;

b. fotocopy KTP, Akta Kelahiran/surat keterangan kenal
lahir, dan/atau ijazah pendidikan terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan

c. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa  berdasarkan  penataan  SOTK

Pemerintah Desa yang dilegalisasi oleh Kepala Desa.

(3) dihapus . . .



(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

dihapus.

Dalam hal keputusan pengangkatan pertama kali sebagai
perangkat desa tidak mencantumkan tanggal lahir, maka
yang digunakan sebagai dasar adalah ijazah yang paling
awal diterbitkan dan dilegalisir pejabat berwenang.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2)
diserahkan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (5)
adalah perangkat desa yang akan diangkat kembali atau
jabatan Sekretaris Desa kosong, maka persyaratan
sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan dan diverifikasi
oleh Kepala Desa.

Kepala Desa meminta rekomendasi Camat dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6).

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) serta Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) menjadi dasar untuk penetapan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Perangkat
Desa.

Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Kembali Perangkat Desa kepada Bupati

melalui camat.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal

64 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 64
Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selain
dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8,
dapat dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat
desa di lingkungan Pemerintah Desa.

(2) Mutasi . . .



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan rekomendasi dari Camat dan izin secara
tertulis dari Bupati.

Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dalam tingkatan jabatan yang sama.

Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

boleh dilakukan terhadap perangkat desa yang merupakan

suami/istri Kepala desa yang bersangkutan, dan/atau
memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4).

Mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mendapatkan rekomendasi Camat dan izin tertulis dari
Bupati;

b. menduduki jabatan terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun
terhitung sejak pengangkatan Perangkat Desa dalam
jabatan;

c. penerimaan lain atas hasil tanah kas desa/ bengkok
perangkat desa tidak mengalami perubahan dan tetap
mengikuti Perangkat Desa yang dimutasi;

d. dalam hal jabatan Perangkat Desa yang akan diisi
melalui mutasi tersebut kosong, maka penerimaan lain
atas tanah kas desa/ bengkok Perangkat Desa dapat
mengalami perubahan; dan

e. dalam hal mutasi Kepala Seksi atau Kepala Dusun untuk
diusulkan menjadi Sekretaris Desa wajib pernah
menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

Kepala Urusan dapat diusulkan untuk mutasi jabatan

menjadi Kepala urusan yang lain.

Kepala Seksi dapat diusulkan untuk mutasi jabatan menjadi

Sekretaris Desa, Kepala Dusun atau Kepala Seksi yang lain.

Kepala Dusun dapat diusulkan untuk mutasi jabatan

menjadi Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Dusun

yang lain.

Dalam hal mutasi jabatan menjadi Kepala Dusun diwajibkan

bertempat tinggal di dusun setempat.

4. Ketentuan . . .
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4. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 67
(1) Setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati, Kepala Desa
dapat melaksanakan mutasi Perangkat Desa.
(2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
paling lama 2 (dua) bulan sejak izin diterbitkan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan izin mutasi belum
dilaksanakan, Kepala Desa wajib mengajukan kembali izin

mutasi Perangkat Desa.

5. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69A
Anggota BPD yang mengikuti proses pengisian Perangkat Desa
wajib mengundurkan diri pada saat pendaftaran dengan
melampirkan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai

cukup dari yang bersangkutan.

Pasal 69B
Dalam hal terjadi perbedaan data tanggal, bulan, dan tahun
maupun data lainnya dari persyaratan administrasi pada
proses pengangkatan kembali, pengangkatan, dan
pemberhentian Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya,
maka yang digunakan sebagai dasar adalah dokumen yang sah

yang dikeluarkan lebih awal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal10 September 2020
BUPATI PATI,

ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 65

Sahirrah sesuai dengan aslinya
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